PUTUSAN
Nomor 02-10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,

yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyatyang diwakili oleh:

Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM;
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : JI. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Nama : Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum;
Jabatan . Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : JI. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa
kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H.
Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H.,
M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.;
Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H.,
M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.l., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.;
Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.;
Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang
Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H.,
S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di
Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-

sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

2014 dengan nomor urut 10;
Selanjutnya disebut sebagai -----=-========m=mmmmm e Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor

29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata,
S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad
Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy
Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H.,
M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh.
Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H,
selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum
yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung
Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123,
Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------=--mmmomm - Termohon;

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon,Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon,Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB
sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-
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1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari
Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-
DPRD/XI11/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan
Nomor 02-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan
Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai
berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi,dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal
terjadi perselisihnan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,
peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-
Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIBdan/atau berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan suara sah secara nasional;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan

Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ bahwa Permohonan hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum vang dilakukan secara nasional

oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai

politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan
umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan
DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik
peserta Pemilu yang bersangkutan;

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomorl66/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum No. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor
Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 tanggal 25-3-2013, Pemohon adalah
salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
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permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014Pukul 23.51 WIB.

lll. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya
permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan
hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa
pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online,
surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli
sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3
X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui
online, surat elektronik ( email ) atau faksimili;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



6

% SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014pukul 23.51 WIB,;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei
2014 pukul 20.00 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang
diagjukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada
perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara
yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan
suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana
yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil
sebagai berikut :

DPR —RI

Dapil KepulauanRiau ;

Dapil Il Sumatera Selatan atas nhama H. Didi Apriadi;

Dapil Il Lampung atas nama Hj. Elza Syarief;

Dapil DKI Jakarta Il atas nama Tohir;

o k 0N PE

Dapil Il DKI Jakarta atas nama Karna Brata Lesmana & Carrel Ticualu, S.E,
S.H.

6. Dapil V Jawa Barat atas nama H. Chandra Negara;

7. Dapil VI Jawa Barat atas nama Drs. H. M. Syahrial Yusuf, SE, MM;

8. Dapil VII Jawa Barat atas nama Azhar Aung, S.H. Sp.1,;

9. Dapil IX Jawa Barat atas nama C. Suhadi.

10. Dapil Xl Jawa Barat atas nama Aceng Ahmad Nasir;

11.Dapil IV Jawa Tengah atas nama Budiyanto Dharnastono, SE. Msi;

12.Dapil VI Jawa Tengah atas nama Andin Bachtiar;

13.Dapil IX Jawa Tengah atas nama Ruyoto;
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14.Dapil V Jawa Timur atas nama Hasanudin Latif;

15. Dapil VI Jawa Timur atas nama Anna Luthfie;

16. Dapil VIl Jawa Timur atas nama Thomas Wihongko;

17.Dapil | Kalimantan Selatan atas nama H. Jahrian;

18.Dapil Papua atas nama Ali Kastela, Oktasari dan Drs. Manase Robert
Kambo

DPRD Provinsi

Dapil Il Sumatera Utara atas nama Artha Berliana Samosir;

Dapil Il Sumatera Utara atas nama Timbul Anggiat P Siahaan;
Dapil | Kabupaten Nias atas nama Julius Ndraha;

Dapil | Sumatera Selatan atas nama Suraji;

Dapil Il Sumatera Selatan atas nama H. Satria Arief Rahmat;
Dapil VIII Sumatera Selatan atas nama Evi Erlizah Maretta Sarri;
DPD Sumatera Selatan;

Dapil Bengkulu Utara Il atas nama Usin Abdisyahputra Sembiring, SH;

© O SOy G B 40 29 g8

Dapil Bengkulu Utara Il atas nama Farida, S. Sos.
10. Dapil Lampung lll atas nama Budi Setio;

11.Dapil Lampung IV atas nama Rizal Umar;

12.Dapil Lampung VII atas nama Albertus Haryono;
13.Dapil V Jawa Barat Atas nama Lutfi Pulu;

14.Dapil V Jawa Barat atas nama Dimas Hermadiansyah, SE
15. Dapil Jabar IX Atas Nama H. Mochamad Saleh

16. Dapil Xl Jawa Barat atas Lela Nurlela, SH;

17.Dapil IV Jawa Tengah atas nama Andi Nugroho;

18. Dapil | Kalimantan Selatan atas nama Chandra Bayu
19.DPD Provinsi Kalimantan Timur;

20. Dapil Sulawesi Utara Djefry Jani Mentu;

21.Dapil VI Papua;

DPRD Kabupaten/Kota
1. Dapil IV Kota Subulussalam atas nama H. Mukmin;

2. Dapil I Nagan Raya atas nama Muslem HS;

3. Dapil Kota Medan 3 atas nama Budiman Panjaitan;
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4. Hasoloan Manurung, Safril Gunawan Sinurat dan PAC Hanura Kecamatan
BP Mandoge;

Dapil Il Kabupaten Nias selatan atas nama Sawato Giawa, S.Pd.;

Dapil Il Kota Sawahlunto atas nama Cindy Claudia;

Dapil Il Sumatera Selatan atas nhama Ellya Syukur;

Dapil Il Kabupaten empat lawang atas nama Veri Martatiansyabh;

© ® N o O

Dapil Il Lampung Selatan atas nama Bambang Priambodo;

10. Dapil VIl Lampung Selatan atas nama Budi Santoso, SE

11.DPC Kabupaten Musi Rawas Utara,;

12.Dapil IV Tanggamus atas hama Wahyudi;

13.Dapil V Tanggamus atas nama Iflah Haza,

14.Dapil IV Kota Tangerang atas nama Ahmad Mangku;

15. Dapil 11l Kota Tangerang atas nama Antoni;

16. Dapil 11l Kota Bekasi atas nama Lisbet Morliner;

17.Dapil VI Kabupaten Purwakarta atas nama Asep Abdullah;

18. Dapil Kabupaten Cianjur 5 atas nama H. Andi Jaya Rahman, S.Ip.;

19.Aliansi Lintas Partai politik dan Lintas Caleg Kabupaten Pasuruan atas

nama H.M. Nafi’'uddin Fadlol, SH;

20.Dapil Il Sumbawa Barat atas nama Syafruddin Denni;

21.Dapil VI NTT atas nama Maria Gorreti Tokan;

22.Dapil Il Pontianak atas nama DPC Partai Hanura,

23.Dapil Pontianak 2 atas nama DPC Hanura Kabupaten Pontianak;

24.Dapil Kota Samarinda 3 atas nama Herwan Susanto;

25.Dapil lll Kabupaten Mamasa atas nama Nazaruddin Gasma;

26.Dapil Il Minahasa Utara atas nama DPC Kabupaten Minahasa Utara;

27.Dapil Il Kabupaten Buru Selatan atas nama DPC Hanura kabupaten Buru

selatan

28.Dapil lll Kabupaten Buru atas nama Bambang Riyadi, SE;

29.Dapil Il Halmahera Selatan atas nama Samuel Ongky, SE

30.Dapil 1, 2, 3 dan 4 Kabupaten Nabire atas nama Alex Kamiroki;
— Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Termohon dalam
Pemilihan Legislatif di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Il (Sumsel II)
sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor:
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten-Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
tanggal 9 Mei 2014 karena penghitungan suara yang menjadi dasar
keputusan tersebut adalah keliru;(Bukti P-1)

— Bahwa Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 di Daerah Pemilihan

Sumatera Selatan Il (Sumsel Il) adalah sebagai berikut:

I. PENGISIAN KEANGOTAAN DPR RI — DAPIL SUMATERA SELATAN II
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Hanura)

di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Keanggotaan DPR — RI:

No | Dapil Perolehan suara
Termohon Pemohon Selisih Alat bukti
1 Sumsel Il 112.766 139.516 26.750 P.10.4 s/d

P.10.18

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Perolehan Suara Sah
Partai HANURA

No | Daerah Pemilihan

1. Sumatera Selatan Il 112.766

Bahwa seharusnya Perolehan Suara yang Benar yang diperoleh oleh Pemohon
adalah:

Perolehan Suara Sah
Partai HANURA

No Daerah Pemilihan

1. Sumatera Selatan |l 139.516

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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— Bahwa terdapat Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2014sebanyak 26.750 suara;

— Bahwa selisih tersebut terjadi karena terjadi kesalahan berupa hal-hal sebagai
berikut:

Terjadi kesalahan Penjumlahan Perolehan Suara di DA-1.KWK-KPU yang

dijadikan Dasar untuk dituliskan dalam DB1-KWK —KPU (Jumlah Perolehan
Suara D.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK.KPU) oleh Termohon di 13
(tigabelas) Kecamatan di Kabupaten Lahat sebanyak22.702 Suara,dengan
uraian sebagai berikut(Bukti P-10.3 s.d Bukti P10.16):

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

KECAMATAN MUARA PAYANG (Lampiran Tabel.1)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 911 Suara (1.088-177)

KECAMATAN SUKAMERINDU (Lampiran Tabel.2)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.135 Suara (1.243-108)

KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU (Lampiran Tabel. 3)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisin Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.525 Suara (1588-63)

KECAMATAN MERAPI TIMUR (Lampiran Tabel 4)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisin Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.843 Suara (2.262-419)

KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI (Lampiran Tabel. 5)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.732 Suara (1.928-196)

KECAMATAN PESEKSU (Lampiran Tabel. 6)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 562 Suara (718-156)

KECAMATAN MERAPI BARAT (Lampiran Tabel. 7)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.964 Suara (2567-603

KECAMATAN MERAPI SELATAN (Lampiran Tabel.8)

Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (949-149)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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e KECAMATAN KIKIM TIMUR (Lampiran Tabel.9)
Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.795 Suara (2.514-719)

e KECAMATAN KIKIM SELATAN (Lampiran Tabel.10)
Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.548 Suara (2.136-588)

e KECAMATAN KIKIM TENGAH (Lampiran Tabel.11)
Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (1245-445)

e KECAMATAN KIKIM BARAT (Lampiran Tabel.12
Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 1.486 Suara (1.898-418))

o KECAMATAN KOTA LAHAT (Lampiran Tabel. 13)
Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan
Perolehan suara Sebanyak 6.601 Suara (10.049-3.448)
Terjadi Pengurangan Perolehan Suara milik Pemohon di DB.1.KWK-
KPU(lsian Perolehan Suara di DB.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK-
KPU) oleh Termohon di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat
Lawang sebanyak 4.048 Suara, dengan uraian sebagai berikut: (Bukti
P.10.17 s.d Bukti P-10.18)

e KECAMATAN MUARA PINANG

NO Nama. Partai/Calof Jumlah Perolehan Suara
Versi DA-1.KWK.KPU Versi DB-1.KWK.KPU

10 PARTAI HANURA 3.884 206

1 Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak 186 188

2 Drs. H. ABDILLA FAUZI ACHMAD, MBA. AAIK 150 150

3 Maryam Yusniharti, M.Pd.| 81 19

4 H.F.R. Ghanty Sjahabudin, MM 30 16

5 H. Sukadi Duadiji 91 33

6 Rezi Nur Rahmadani 73 10

7/ Ahmad darul kutni sutejo 77 14

8 Achmad syaifudin 36 7

9 Dressiva 95 12
JUMLAH 4.703 655

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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e Bahwa akibat Pengurangan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan
suara Sebanyak 4.048 Suara (4.703-655);

e Bahwa terhadap Kesalahan Perhitungan di 13 (tigabelas) Kecamatan,
Kabupaten Lahat dan 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang telah
diajukan Keberatan oleh Pemohon baik kepada Termohon maupun kepada
Panwas; (Bukti P-10.19.1 s.d P-10.19.9)

e Bahwa dengan uraian tersebut diatas terbukti telah terjadi kesalahan
perhitungan perolehan suara dan pengurangan suara milik Pemohon
sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya
terhadap Putusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 harus dibatalkan;

e Berikut penjelasan tentang kesalahan Perhitungan di 13 (tigabelas)
Kecamatan, Kabupaten Lahat dan 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat
Lawang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon baik kepada Termohon
maupun kepada Panwas; (Bukti P-10.19.1 s.d P-10.19.9):

e 13 Tabel Kesalahan Penjumlahan Di Da -1 Pada 13 Kecamatan Dalam
Bentuk Landscape Terlampir.

DAFTAR ALAT BUKTI
DAPIL SUMSEL Il untuk perolehan kursi DPR RI an. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak

NO. DAFTAR BUKTI KETERANGAN

P.10.1 Keputusan Komisi Pemilihan | Bukti ini menerangkan bahwa Dasar

Umum No. : 411/Kpts/KPU/Tahun | Hukum Penetapan jumlah perolehan
2014 Tentang Penetapan Hasil | suara sah Partai Politik Peserta Pemilu

Pemilihan Anggota Dewan | Tahun 2014.

Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Dalam Pemilihan Umum Tahun
2014.

P.10.2 Keputusan Komisi Pemilihan | Bukti ini menerangkan tentang Nomor

Umum Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan
166/Kpts/KPU/Tahun 2013 | Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi,
Tentang Perubahan Kedua Atas | dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
Keputusan Komisi Pemilihan | 2014, yang dalam hal ini Partai
Umum Nomor Pemohon berada dalam nomor urut
06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang | 10, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat
Penetapan Nomor Urut Partai | (HANURA).
Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2014

P.10.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti ini menjelaskan Hasil rincian

Penghitungan Perolehan Suara | hasil perolehan suara Pemohon
dari setiap Kecamatan di Tingkat | daerah Pemilihan Sumatera Selatan II,
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan | Kabupaten Lahat.
Umum Anggota DPR Tahun 2014,
Daerah Pemilihan Kab. Lahat,
Sumatera Selatan (DB-
1.KWK.KPU)

P.10.4 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti ini menjelaskan adanya
Penghitungan Perolehan Suara | kesalahan perhitung pada tahap
Kecamatan @ MUARA PAYANG | rekapitulasi tingkat kecamatan MUARA
dalam Pemilihan Umum Anggota | PAYANG di mana Pemohon
DPR  Tahun 2014, Daerah | kehilangan suara sebanyak 911 suara.
Pemilihan Kab. Lahat,

Sumatera Selatan (DA-
1.KWK.KPU)

P.10.5 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti  ini  menjelaskan  adanya
Penghitungan Perolehan Suara | kesalahan perhitung pada tahap
Kecamatan SUKAMERINDU dalam | rekapitulasi tingkat kecamatan

Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2014, Daerah Pemilihan
Kab. Lahat,

Sumatera Selatan (DA-

SUKAMERINDU di mana Pemohon
kehilangan suara sebanyak 1135

suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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1.KWK.KPU)
P.10.6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
Tingkat KecamatanTanjung Sakti | 1525 Suara

Pumu (DA-1.KWK.KPU)
P.10.7 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
KecamatanMerapi  Timur  (DA- | 1843 Suara

1.KWK.KPU)
P.10.8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
KecamatanTanjung Sakti Pumi | 1732 Suara

(DA-1.KWK.KPU)
P.10.9 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
KecamatanTingkat Paseksu (DA- | 562 Suara

1.KWK.KPU)
P.10.10 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
Kecamatan Merapi  Barat(DA- | 1964 Suara

1.KWK.KPU)
P.10.11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan | suara pemohon berkurang sebanyak
Kecamatan Merapi Selatan(DA- | 800 Suara

1.KWK.KPU)
P.10.12 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
Kecamatan Kikim Timur (DA- | 1795 Suara

1.KWK.KPU)

P.10.13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Kecamatan Kikim Selatan (DA- | suara pemohon berkurang sebanyak
1.KWK.KPU) 1548 Suara
P.10.14 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan

Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
Kecamatan Kikimtengah(DA- | 800 Suara
1.KWK.KPU)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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P.10.15 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan
Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
Kecamatan Kikim Barat (DA- | 1486 Suara
1.KWK.KPU)

P.10.16 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Bukti salah hitung yang menyebabkan
Penghitungan Perolehan Suara | suara pemohon berkurang sebanyak
KecamatanKota Lahat (DA- | 6601 Suara
1.KWK.KPU)

P.10.17 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Membuktikan bahwa terjadi
Penghitungan Perolehan Suara | pengurangan suara milik Pemohon
dari setiap Kecamatan di Tingkat | yang semula di DA-1 -KWK.KPU
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan | memperoleh suara sebanyak 4.703
Umum Anggota DPR Tahun 2014, | Suara menjadi 655 Suara di DB-
Daerah Pemilihan Kab. Empat | 1.KWK.KPU
Lawang, Sumatera Selatan (DB-
1.KWK.KPU)

P.10.18 Sertifikat Rekapitulasi Hasil | Membuktikan bahwa Perolehan suara
Penghitungan Perolehan Suara | Pemohon yang benar versi DA-1.
Kecamatan Muara Pinang dalam | KWK.KPU sebanyak 4.703 Suara
Pemilihan Umum Anggota DPR | bukan 655 Suara
Tahun 2014, Daerah Pemilihan
Kab. Empat lawang, Sumatera
Selatan (DA-1.KWK.KPU)

P.10.19.1 | Surat Keberatan Nomor: | Untuk membuktikan telah terjadi
B/114/DPP-HANURA/V/2014 kecurangan dalam Pemilihan Legislatif
tentang Permohonan C1 Plano | di Kabupaten Empat Lawang
Kab. Empat Lawang

P.10.19.2 | Tanda terima surat/ dokumen Untuk membuktikan bahwa telah

dilaporkan kepada Bawaslu telah
terjadi penggelembungan dari partai
no urut 2 suara dari C1 hinggga ke DA
—I KWK.KPU DAN DC- 1 KWK.KPU.

P.10.19.3 | Tanda terima dari bawaslu tanggal | Untuk membuktikan telah diterima oleh

5 Mei 2014 badan pengawas pemilu berupa surat
permohonan untuk buka CI plano di

dapil Sumsel Il
P.10.19.4 | Surat pernyataan tanggal 24 april | Untuk membuktikan tentang keberatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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2014 tentang kejadian khusus dan | dari saksi pihak Partai Hanura tentang
atau keberatan saksi penolakan Hasil Pleno di tingkat KPU
Provinsi Sumatera Selatan

P.10.19.5 | Surat Pernyataan tanggal 27 April | Untuk membuktikan bahwa telah
2014 tentang kejadian Khusus dan | terjadi kehilangan dokumen CI dan DA
atau keberatan dari saksi yang berganda di kabupaten Empat

Lawang. Dan menjelaskan telah terjadi
penggelembungan suara.

P.10.19.6 | Surat Pernyataan tanggal 24 April | Untuk membuktikan tentang keberatan
2014 tentang kejadian Khusus dan | dari saksi pihak Partai Hanura tentang
atau keberatan dari saksi penolakan Hasil rekapitulasi KPUD

Empat Lawang yang di plenokan di
tingkat KPU  Provinsi Sumatera
Selatan.

P.10.19.7 | Surat Pernyataan bulan April | Untuk membuktikan tentang adanya
2014 tentang kejadian Khusus dan | penolakan dari saksi HANURA perihal
atau keberatan dari saksi adanya Dua VERSI DA.l dari KPU

Empat Lawang.

P.10.19.8 | Surat Pernyataan bulan 27 April | Membuktikan bahwa telah diajukan
2014 tentang kejadian Khusus dan | keberatan atas hasil Pleno KPU
atau keberatan dari saksi Provinsi Sumatera Selatan

P.10.19.9 | Surat Pernyataan tanggal 9 Mei | Membuktikan Pemohon telah
2014 tentang Pernyataan Kejadian | mengajukan keberatan kepada
Khusu dan Keberatan dalam | Bawaslu Provinsi terkait adanya
Proses Rekapitulasi Penghitungan | kecurangan di 2 Kabupaten Yaitu
Perolehan Suara dalam Pemilu | Kabupaten Empat Lawang dan
Tahun 2014 Kabupaten Oku Timur

PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dengan ini

perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan

“Keputusan

Komisi

Pemilihan Umum Nomor:

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014".

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang perolehan

suara di 13 (tiga belas) Kecamatan, Kabupaten Lahat sebagai berikut:

il Muara Payang 1088
2 Suka merindu 1243
3 Tanjung Sakti Pumu 1588
4 Merapi Timur 2262
5 Tanjung Sakti Pumi 1928
6 Paseksu 718
7 Merapi Barat 2567
8 Merapi Selatan 949
9 | Kikim Timur 2514
10 | Kikim Selatan 2136
11 | Kikim tengah 1245
12 | Kikim Barat 1898
13 | Kota Lahat 10049
TOTAL 30.185

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang perolehan
suara di 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:
Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>